
 

  

 

 
 

 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 

 
NOMOR    5   TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BERAU, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya tarif Pajak Bumi  

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tarif  

yang ada akan mengakibatkan kenaikan tarif yang  

tinggi sehingga perlu perubahan tarif Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  

dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk  

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang  

Pajak Daerah. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang 

Penetapan Undang-Undang Undang-Undang Darurat   

Nomor  3  Tahun  1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat  II  di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953  Nomor  9) sebagai Undang-Undang 

(Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
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Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua             

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia   

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038) ; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5234) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4597) ;    

10. Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 yang  

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang  

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5179) ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran 

Daerah Kabupaten Berau  Tahun 2008 Nomor 9) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 

Tahun 2011 Nomor 1). 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 1  

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1  
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau  
Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 
 
 
1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi : 

g. permainan bilyar dan boling ; 

 
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf d dihapus ; 

 
3. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 61 
 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Untuk NJOP  dibawah   Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) ; 

b. Untuk NJOP sama dengan atau diatas Rp. 1. 000.000.000,-   

(satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen). 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 
 
 
 
 
 
 

                                      Ditetapkan di Tanjung Redeb 
                   pada tanggal   6  Pebruari  2013 

                  

           BUPATI BERAU, 
 

              ttd 
 

   H. MAKMUR HAPK 

 

 

Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal  6  Pebruari  2013 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BERAU, 
 

ttd 
 

H. JONIE MARHANSYAH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 5 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN, 

 
ttd 

 
SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM 

Pembina 
NIP. 19651212 199403 2 008 

 


